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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Udayana sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi,
dituntut untuk berperan dalam pengembangan pendidikan tinggi serta
memposisikan perguruan tinggi sebagai tempat pembelajaran dan sebagai
sumber daya pengetahuan. Dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan
Tinggi dalam mewujudkan visi dan misi Universitas Udayana, diperlukan
rujukan tentang pelaksanaan operasional, perencanaan program dan kegiatan
serta pengambilan keputusan bagi semua unsur di Universitas Udayana yang
tertuang dalam suatu Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis yang
dimaksud memberikan arah bagi pengembangan serta agenda strategis yang
ingin dicapai Universitas Udayana melalui tahapan-tahapan perencanaan
dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Keberhasilan tercapainya sasaran
strategis ditentukan oleh kualitas perencanaan dan penganggaran dan
pelaksanaan anggaran, namun hingga saat ini proses pelaksanaan anggaran
belum sepenuhnya dapat terlaksana sesuai harapan. Permasalahan yang sering
dihadapi oleh para pelaksana kegiatan adalah sulitnya sinkronisasi antar
perencanaan anggaran dengan eksekusi anggaran. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut, maka para pelaksana / unit diharapkan dapat
memahami mekanisme pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan mekanisme
dan ketentuan yang berlaku. Dengan mengetahui dan memahami ketentuan
dan Peraturan perundang - undangan yang berlaku diharapkan unit /

pelaksana dapat menyelesaikan kegiatan tepat waktu. Dalam perjalanan proses
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dan dinamika pendidikan tinggi, akan menghadapi banyak perubahan yang
sangat dinamis dan tidak terprediksi sebelumnya, baik perubahan pandangan
kehidupan dari masyarakat lokal ke masyarakat global, dari sistem government
ke governance, perubahan tuntutan pasar kerja, dan perubahan regulasi
ditataran pendidikan tinggi mau tidak mau memaksa kita untuk melakukan
transformasi di bidang layanan perencanaan dan keuangan. Institusi dalam hal
ini Biro Perencanaan dan Keuangan (BPKU) akan membangun standarisasi
sistem layanan berbasis elektronik dibidang perencanaan dan keuangan yang
dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja layanan di BPKU serta
mampu memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak
untuk kepentingan proses pengambilan keputusan. Untuk menuju kepada
standarisasi layanan berbasis elektronik perlu diciptakan terlebih dahulu
sistem manual yang telah terstandarisasi berupa Standar Operasional Prosedur
(SOP) untuk seluruh layanan yang ada sehingga dapat dipahami oleh semua
pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini dinilai penting karena SOP merupakan
pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan
fungsi sekaligus merupakan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator—
indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tatakerja,
prosedur dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan, dalam hal ini
adalah Biro Perencanaan dan Keuangan kususnya Sub Bagian Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) Bagian Keuangan Universitas Udayana. Standar
Operasional Prosedur (SOP) sebagai suatu prosedur operasional yang jelas dan
standar bagi semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan birokrasi keuangan

yang profesional, efektif dan efisien yang terintegrasi kedalam sebuah sistem
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terpadu berbasis elektronik yang diterapkan pada seluruh proses
penyelenggaraan administrasi keuangan. Prosedur layanan subbagian
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Bagian Keuangan Unud selama
ini perlu distandarisasi dan didokumentasikan sebagai prosedur yang
dibakukan agar menjadi acuan bagi manajemen universitas dalam
menjalankankan tugas dan fungsinya serta menjamin keberlangsungan
implementasi layanan pencairan anggaran secara elektronik tersebut,
walaupun terjadi transisi kepemimpinan manajerial di Universitas Udayana.
Dengan adanya SOP Sub Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Bagian
Keuangan yang terintegrasi berbasis elektronik, berbagai bentuk penyimpangan
dapat dihindari, sekalipun terjadi penyimpangan atau kesalahan, hal tersebut
dapat segera ditemukan penyebabnya dan bisa diselesaikan dengan cara yang
tepat. Apabila semua kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang
ditetapkan dalam SOP, maka secara bertahap kualitas layanan akan lebih

profesional, cepat, dan mudah.

B. Tujuan

SOP Sub Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Bagian Keuangan
adalah pedoman atau acuan yang berisi prosedur-prosedur operasional standar
untuk melaksanakan tugas pekerjaan di bidang layanan pencairan anggaran
sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja bidang keuangan berdasarkan
indikator indikator teknis, administratif, dan prosedural yang sesuai dengan
tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja di bidang keuangan. Implementasi

SOP bertujuan untuk :
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1. Menciptakan komitmen di Sub Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) pada Bagian Keuangan untuk mewujudkan pelayanan prima dan
mengutamakan kualitas (quality first) kepada stakeholder baik internal
(civitas akademik UNUD) maupun eksternal (masyarakat umum
pengguna jasa);

2. Memastikan bahwa semua layanan keuangan yang dilakukan di Sub
Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Bagian Keuangan
berjalan secara efisien dan efektif, konsisten, standar, dan sistematis
dalam upaya mewujudkan efektivitas dan efisiensi kerja sebagai jalan

menuju good governance Universitas Udayana.

C. Ruang Lingkup

Sub Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Bagian Keuangan BPKU
Universitas Udayana mempunyai tugas pokok melakukan urusan pembiayaan,
penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran
penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sejalan dengan Arah Pengembangan
Universitas Udayana, bahwa pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan
di Universitas Udayana dilakukan secara on line dan berbasis jaringan
informasi (WEB) melaui Sistem Akuntansi dan Keuangan (SIAKU) yang
terintegrasi ke dalam IMISSU (Integrated Management Information System the
Strategic of Unud) yang diharapkan mampu mewujudkan konsep layanan prima
dan mengedepankan kualitas (quality first).

SOP Subbagian PNBP Bagian Keuangan Universitas Udayana meliputi :
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1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN UANG
PERSEDIAAN (UP).

2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN TAMBAHAN UANG
PERSEDIAAN (TUP).

3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN GANTI UANG
PERSEDIAAN (GUP).

4. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN LANGSUNG (LS).

5. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEGAJUAN REKENING
VIRTUAL ACCOUNT.

6. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VIRTUAL ACCOUNT REKENING
PENERIMAAN.

7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VIRTUAL ACCOUNT REKENING
DANA KELOLAAN.

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES PERENCANAAN FEE
DANA KERJASAMA.

9. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEMBALIAN BELANJA

BLU.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)

TUJUAN :

1. UP digunakan untuk keperluan sehari -hari unit kerja di lingkungan
Universitas Udayana dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat
dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS.

2. UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa Pengguna Anggaran
Universiats Udayana kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang
dapat dimintakan penggantiannya (revolving).

3. Digunakan untuk melakukan pembayaran kepada 1 (satu) penerima
paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

4. UP dapat diberikan untuk pengeluaran — pengeluaran Belanja Brang,

Belanja Modal, dan Belanja lain — lain.

RUANG LINGKUP :
Ruang lingkup meliputi tatacara dan persyaratan dalam pengajuan usulan UP

oleh unit kerja dan pihak-pihak yang memerlukan UP.

DEFINISI :
1. UP : Uang Persediaan
2. SPM : Surat Perintah Membayar
3. POK : Pedoman Operasional Kegiatan
4. MAK : Mata Anggaran Kegiatan
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5. SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana

6. PPSPM Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
7. SIAKU : Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan
8. WRII : Wakil Rektor II
9. BPP : Bendahara Pengeluaran Pembantu
10. BPKU : Biro Perencanaan dan Keuangan
11. LS : Langsung
12. KPA : Kuasa Pengguna Anggaran
REFERENSI :

1.  Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.

5. Peraturan Menteri Keuangan  Republik Indonesia  Nomor
178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

PENANGGUNG JAWAB :

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
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RINCIAN PROSEDUR :

1. Bagian Keuangan Unit memasukan nilai maksimal UP.

a.

login (bag keuangan -> Belanja -> Usulan Uang Muka -> Input
Maks UP -> edit data doble klik tekan enter).

sub unit tidak akan bisa melakukan pengajuan UP.

inputan maks UP dijadikan pedoman untuk revolving uang

dalam 1 unit atau fakultas.

2. Operator sub unit menginput UP.

a.

login (operator subunit -> belanja -> usulan uang muka ->
pengajuan UP).

Set UP -> klik ok -> buat usulan -> tambah wuraian
(penginputannya sesuai dengan POK yang sudah direnjakan
dilist berdasarkan MAK.

setelah selesai input jangan lupa cek status usulan untuk

dikirim ke verifikator unit dalam hal ini fakultas.

3. Verifikator unit melakukan verifikasi usulan UP dari masing masing sub

unit.

a.

login (verifikator -> belanja -> usulan uang muka -> verifikasi)
-> jenis usulan UP klik set -> klik OK.

verifikasi dilakukan dengan memilih nama subunit yang
berisikan angka (1) sesuai dengan renja atau kegiatan yang akan
dilakukan -> cek nilai yang tertera agar tidak melebihi.

selesai verifikasi jangan lupa klik validasi verifikator -> ke

subunit untuk di cetak dan di tanda tangan oleh kaprodi.
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d.

kalau salah, revisi di subunit berdasarkan keterangan yang diisi

-> apabila bernilai (0) maka ada usulan yang belum tervalidasi.

4. Mencetak kelengkapan dokumen dan segala surat yang akan ditanda

tangani oleh sub unit yang akan di kirim ke Bagian Keuangan Unit.

a.

login (sub unit operator -> belanja -> usulan uang muka ->
pengajuan UP).

cetak semua dokumen dan mencari tanda tangan kaprodi dalam
hal ini namanya otorisasi.

dokumen fix (hardcopy) di bawa ke bagian keuangan unit agar

dibuatkan SPM.

5. Membuat SPM UP dan dimintakan otorisasi PPSPM Unit, kemudian SPM

terotorisasi dan dokumen Pengajuan UP (hardcopy) dikirim ke

Verifikator Universitas.

a.

login bagian keuangan -> belanja -> usulan uang muka -> usulan
terotorisasi.

ceklist dokumen yang sudah diterima.

kalau belum semua maka unit atau fakultas tidak dapat
membuat SPM.

masuk menu -> SPM -> buat SPM baru -> pilih jenis pembayaran
UP.

kemudian tinggal klik SPM -> isi cara pembayaran dan
keterangan SPM.

masuk menu -> SPM -> otorisasi SPM.
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g. hal terpenting unduh dulu dokumen baru bisa di cek list untuk
otorisasinya.

h. Dokumen yang dibawa ke pusat dalam rangka proses pencairan
UP : SPM, Proposal UP, Surat Pernyataan UP, Rincian Rencana
Penggunaan UP masing masing rangkap 2. Rangkap 1 untuk
pusat sedangkan rangkap 2 nya akan dikembalikan lagi ke unit
beserta SP2D yang terbit di pusat untuk diarsipkan di masing
masing unit.

6. Verifikator rektorat / pusat menerbitkan SP2D UP dan rekap SP2D UP
untuk di kirim ke Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran.

a. masuk ke penerbit SP2D -> masuk ke SP2D -> buat SP2D baru
-> klik tanda create -> masuk ke SP2D.

b. otorisasi SP2D di unduh kemudian di centang tanda sudah
SP2Ddi validasi.

7. Bendahara Pengeluaran memvalidasi rekap SP2D UP serta memproses
transfer dengan menggunakan aplikasi cash management dari Bank
mitra kepada BPP.

a. Jumlah nilai yang di transfer sebesar jumlah nilai yang tertera
dalam SPM dan SP2D yang berasal dari SIAKU, selanjutnya akan
disinkronisasi dengan aplikasi Cash Management untuk
melakukan proses pembayaran ke BPP Unit.

b. Aplikasi Cash Management di gunakan untuk mempercepat
proses pembayaran ke BPP dengan menggunakan Token 1

(BPKU), Token 2 (WR2), dan Token 3 (Rektor/KPA).

SUB BAGIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) 10



PNBP

- (dopp2y) €
3511320 1Png uep WdSdd uayoL uep ‘(Zym) z uayoL ‘(Mxdg) T uajoL
15851103043} (NXVIS) dNO ueyeunbbuaw uebuap 44 8y Jajsuesy
azds dexyay ‘(NvIS) dn s3504d URyM{RIp BSIg YNJUn AN yueg
Qazds ‘INdS ‘quawabeuepy juawabeueyy yse) iseyldy uebuap ajsuesy
ddg 3y Jajsuel) sas04d yseD ‘nivis seydy sasoldwaw eUas dn azds deyay 1sepiea
uesenjabuag ex
‘puag uep WSdd i
1SBS1103043) yepns Guek ISBS11030.48) ) ueiedequad ueynyejaw
(NNVIS) dn azds dexay dn uenfebuad uawnyop ueaen|abuag eieyepuag a8y Wiy 1p ynun
uep (NYVIS) dn QzdS|  uep iSesu0304a} dn WdS £ dNn azds dexay uep dn Qzds uepiglauap
dn ueeunbbuag eueduay _|<
uenuy ‘dn ueeledulad 1 SRYISIBAIUN 402 YLIBA 3
184S ‘dn |esodoud wpyip (Adoopaey) dn uenfebuad uawnjop
uawmjoq : edniaq uep 1SBSLI0043) WJS URIPNLUY ‘HUn WdSdd
15851103043} dN WdS|  dn uenlebuag uawmjoq ISBSLI0}0 UBYRUILWIP URP dN WS Jenquiap
d4n ueeunbbuag eueouay
uepuy ‘dn ueejeAulad nun
12405 ‘dn |esodoud uebuenay ueibeg ay wupy 1p ueye bued yun
uawmjoq : edniaq [EENTHIENNEN qns yajo uebuey ejueyp ueye bued jeins
dn uenfebuad uawnyoq| d4n ueinsn ‘NYVIS isexidy pjebas uep uawmjop uedeybuajay yeizouspy
dn uenlebuag
=L USLUMYOP }RI3USL ¥NJUN JUn gns 3y
TEPIL 16| 1jequiay ueye ebnf aeuaq exil uep ‘Jun
1033114/ 3Y 16| URjWLINIP uRIpNWSY uep
X pjieqJadip 3njun Jun qns Y 1jequiay ueye
ISeYIJIIaAIB)Y 4 uejnsn VIS Isexyldy yejes exil ‘yun dn uejnsn ISeyILIaAWa
A 4
o
dn
MIVIS 1sexjdy induibuaw 1poid / yun gns buisew - Buisep)
|
MAVIS 15e3y)|dy ' dn [ewisyel 1ejiN Induibuapy / uexpynsewsiy
(LNdNT) NYdWIONITHId | uesenRbuad | seystanun uun 3un qns
indino Jjun ddg
/ NVLVHVASYId Eleyepudg | J01)jYLIDA a0eqyus) | J0jesado
SVIINIDIV
miva ninn NYVNVYSAV13d

(NVVIAISyid SNVN) dN NVNCYONId ¥NAISOUd

dn uenfe3usd in[y weideid "1 Jequien

11

SUB BAGIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)

TUJUAN :
1. Untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak / tidak dapat
ditunda karena ketersediaan UP tidak mencukupi.
2. Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal SP2D diterbitkan.
3. Tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan

pembayaran LS.

RUANG LINGKUP :
Ruang lingkup meliputi tatacara dan persyaratan dalam pengajuan usulan TUP

oleh unit kerja dan pihak-pihak yang memerlukan TUP.

DEFINISI :
1. TUP : Tambahan Uang Persediaan
2. UP : Uang Persediaan
3. SPM : Surat Perintah Membayar
4. POK : Pedoman Operasional Kegiatan
5. MAK : Mata Anggaran Kegiatan
6. SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana
7. PPSPM Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
8. SIAKU : Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan
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9. WRII : Wakil Rektor II

10. BPP : Bendahara Pengeluaran Pembantu

11. BPKU : Biro Perencanaan dan Keuangan

12. LS : Langsung

13. KPA : Kuasa Pengguna Anggaran
REFERENSI :

1.  Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30
Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.

S. Peraturan Menteri Keuangan  Republik Indonesia = Nomor
178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran

dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

PENANGGUNG JAWAB :
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
RINCIAN PROSEDUR :

1. Bagian Keuangan Unit memasukan nilai maksimal TUP.
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a. login (bagian keuangan -> Belanja -> Usulan TUP-> Input Maks
TUP -> edit data doble klik tekan enter).

b. inputan maks TUP dijadikan pedoman untuk revolving uang
dalam 1 unit atau fakultas.

2. Operator sub unit menginput TUP.

a. login (operator subunit -> belanja -> usulan TUP -> pengajuan
TUP).

b. Set TUP -> klik ok -> buat usulan -> tambah uraian
(penginputannya sesuai dengan POK yang sudah direnjakan
dilist berdasarkan MAK.

c. setelah selesai input jangan lupa cek status usulan untuk
dikirim ke verifikator unit dalam hal ini fakultas.

3. Verifikator unit melakukan verifikasi usulan TUP dari masing
masing sub unit.

a. login (verifikator -> belanja -> usulan TUP -> verifikasi) -> jenis
usulan TUP klik set -> klik OK

b. verifikasi dilakukan dengan memilih nama subunit yang
berisikan angka (1) sesuai dengan renja atau kegiatan yang akan
dilakukan -> cek nilai yang tertera agar tidak melebihi.

c. selesai verifikasi jangan lupa klik validasi verifikator -> ke
subunit untuk di cetak dan di tanda tangan oleh kaprodi.

d. kalau salah revisi di subunit berdasarkan keterangan yang diisi

-> apabila bernilai (0) maka ada usulan yang belum tervalidasi
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4. Sub Unit Mencetak kelengkapan dokumen dan segala surat yang

akan ditanda tangani oleh Kepala Sub Unit / Prodi yang akan di

kirim ke Bagian Keuangan Unit.

a.

login (sub unit operator -> belanja -> usulan TUP -> pengajuan
TUP).

cetak semua dokumen dan mencari tanda tangan kaprodi dalam
hal ini namanya otorisasi.

dokumen fix (hardcopy) di bawa ke bagian keuangan unit agar

dibuatkan SPM.

5. Membuat SPM TUP dan dimintakan otorisasi PPSPM Unit, kemudian

SPM terotorisasi dan dokumen Pengajuan TUP (hardcopy) dikirim ke

Verifikator Universitas.

a.

login bagian keuangan -> belanja -> usulan TUP -> usulan
terotorisasi.

ceklist dokumen yang sudah diterima.

kalau belum semua maka unit atau fakultas tidak dapat
membuat SPM.

masuk menu -> SPM -> buat SPM baru -> pilih jenis pembayaran
TUP.

kemudian tinggal klik SPM -> isi cara pembayaran dan
keterangan SPM.

masuk menu -> SPM -> otorisasi SPM.

hal terpenting unduh dulu dokumen baru bisa di cek list untuk

otorisasinya.
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h. Dokumen yang dibawa ke pusat dalam rangka proses pencairan
TUP : SPM, Proposal TUP, Surat Pernyataan TUP, Rincian
Rencana Penggunaan TUP masing masing rangkap 2. Rangkap 1
untuk pusat sedangkan rangkap 2 nya akan dikembalikan lagi
ke unit beserta SP2D yang terbit di pusat untuk diarsipkan di
unit masing masing.

6. Verifikator Rektorat Menerbitkan SP2D TUP dan Rekap SP2D TUP
untuk di kirim ke Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran.

a. masuk ke penerbit SP2D -> masuk ke SP2D-> buat SP2D baru

b. klik tanda create -> masuk ke SP2D.

c. otorisasi SP2D di unduh kemudian di centang tanda SP2D sudah
di validasi.

7. Validasi Rekap SP2D TUP serta memproses transfer dengan
menggunakan aplikasi cash management.

a. Jumlah nilai yang di transfer sebesar jumlah nilai yang tertera
dalam SPM dan SP2D yang berasal dari SIAKU, selanjutnya akan
disinkronisasi dengan aplikasi Cash Management dari bank
mitra untuk melakukan proses pembayaran ke BPP Unit.

b. Aplikasi Cash management di gunakan untuk mempercepat
proses pembayaran ke BPP dengan menggunakan Token 1

(BPKU), Token 2 (WR2), dan Token 3 (Rektor/KPA).
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)

TUJUAN :
1. Untuk merevolving atau isi ulang dari UP agar kegiatan tetap bisa
terlaksana selama 1 tahun anggaran secara, efesien dan efektif.
2. Digunakan wuntuk melakukan pembayaran sampai dengan
Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), baik untuk belanja barang,

belanja modal, dan belanja lainnya.

RUANG LINGKUP :
Ruang lingkup meliputi tatacara dan persyaratan dalam pengajuan usulan UP

oleh unit kerja dan pihak-pihak yang memerlukan UP.

DEFINISI :
1. GUP : Ganti Uang Persediaan
2. UP : Uang Persediaan
3. SPM : Surat Perintah Membayar
4. POK : Pedoman Operasional Kegiatan
5. MAK : Mata Anggaran Kegiatan
6. SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana
7. PPSPM Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
8. SIAKU : Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan
9. WRII : Wakil Rektor II
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10. BPP : Bendahara Pengeluaran Pembantu

11. BPKU : Biro Perencanaan dan Keuangan

12. SPTB : Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

13. SPTJM Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

14. SPP : Surat Permintaan Pembayaran

15. SPJ : Surat Pertanggung Jawaban

16. PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak

17. KPA : Kuasa Pengguna Anggaran

REFERENSI :

1.  Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.

5. Peraturan Menteri Keuangan  Republik Indonesia  Nomor

178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran

dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

PENANGGUNG JAWAB :

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
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RINCIAN PROSEDUR :

1. Sub unit melakukan input data pengajuan GUP ke sistem SIAKU dan
mengirimkan berkas asli ke verifikator unit.
a. Masuk ke Subunit -> belanja -> kwitansi-> buat kwitansi baru
b. isikan sesuai dengan sifat bayar -> GU.
c. bisa melalui pengajuan kwitansi barang, honor ataupun
perjalanan dinas -> isi sesuai fieldnya.
d. dibuatkan SPJ Subunit -> belanja-> SPJ-> SPJ subunit ->
memilih sifat pembayaran GU.
e. tambah SPJ pilih kwitansi centang dan diharapkan sesuai
dengan nilai yang tertera pada status SPJ.
f. kemudian kirim SPJ ke verifikator unit apabila sesuai dengan
nilai.
2. Verifikator unit melakukan verifikasi berkas data asli dengan data yang
di input.
a. Masuk ke bagian verifikator -> Belanja -> kwitansi -> verifikasi.
b. Cek nilai kwitansi dari masing-masing subunit apabila ada
kesalahan silahkan pilih revisi kalau sudah OK maka kwitansi
akan dikirimkan ke sub unit untuk dilakukan pencetakan.
3. Sub unit mencetak kwitansi GUP beserta melengkapi berkas aslinya
untuk di validasi ke unit.
a. masuk menu SPJ -> SPJ Subunit -> kemudian klik tombol print

dan pastikan dalam file kwitansi dalam SPJ berwarna hijau.
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apabila sudah semua kwitansi dicetak dan diotorisasi maka
selanjutnya klik kirim SPJ.
kemudian kirimkan dokumen hardcopy (berkas kwitansi lengkap

dengan dokumen pendukungnya) ke unit / fakultas.

4. Verifikator unit melakukan verifikasi, validasi, dan otorisasi pengajuan

GUP beserta kelengkapannya, jika sesuai dan valid maka akan di kirim

ke bagian Keuangan Unit beserta dokumen aslinya.

a.

cek kelengkapan dokumen dari masing - masing list kwitansi
dengan kelengkapan dokumennya, apabila sudah lengkap cek
list pada dokumen lengkap kemudian kwitansi siap untuk
dijadikan paket SPTB.

Masuk menu -> Belanja -> kwitansi -> validasi -> validasi lah
masing - masing prodi beserta jenis pembayaran disesuaikan
dengan kode MAK yang sama.

klik tombol validasi untuk menjadikan semua kwitansi menjadi
paket SPTB.

Selanjutnya akan dibuatkan SPTB (pastikan sebelumnya status
untuk pembuatan SPTB terkunci ini dimaksudkan agar dalam 1
SPTB yang akan diusulkan itu dalam MAK yang sama untuk
mengunci SPTB).

masuk menu belanja -> SPTB -> kunci SPTB tekan saja tombol
kunci maka SPTB akan terkunci, apabila SPTB sudah terkunci

maka subunit / prodi dibawah unit tidak akan bisa mengirimkan
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kwitansi dalam SPJ nya kembali karena unit sedang melakukan
proses pembuatan SPTB.

f. masuk menu SPTB -> buat SPTB baru maka akan muncul semua
kode MAK yang di POK kan dalam renja simper, kemudian klik
pada icon MAK yang berisikan nomor dalam kurung contoh (3)
berwarna merah kemudian klik.

g. selanjutnya set SPTJM sesuai dengan jenis SPTB yang ada
kemudian klik buat SPTB, apabila SPTJM belum di set maka
SPTB tidak dapat dibuat.

h. Masuk menu belanja -> SPTB -> otorisasi SPTB -> cetaklah
dokumen SPTB dan SPTJM dengan cara meng klik lambang
printer kemudian carikan tanda tangan dari pejabat yang
berwenang -> apabila sudah mendapatkan tanda tangan pejabat
berwenang maka klik centang pada tombol otorisasi SPTB.

i. kemudian kirim SPJ ke verifikator unit apabila sesuai dengan
nilai untuk dibuatkan SPP.

j. Masuk menu belanja -> SPP -> Otorisasi SPP -> klik tombol
preview dan cetak dokumen terlebih dahulu kemudian carikan
tanda tangan pejabat yang berwenang apabila sudah kemudian
klik icon centang untuk otorisasi SPP apabila sudah dilakukan
maka SPP siap dibuatkan SPM.

5. Bagian Keuangan Unit membuat SPM GUP, jika sesuai di otorisasi oleh
PPSPM maka di kirim ke verifikator universitas.

a. masuk menu belanja -> SPM -> buat SPM baru.
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b. klik icon create pada list data kemudian inputkan cara
membayar serta keterangan dari SPM yang akan di buat.

c. masuk menu belanja -> SPM -> otorisasi SPM -> klik icon preview
pada list data kemudian unduh file SPM dan carikan tanda
tangan pejabat yang berwenang.

d. apabila sudah mendapatkan tanda tangan maka klik tanda
centang pada list data maka selanjutnya dokumen SPM akan
dikirimkan ke pusat untuk di buatkan SP2D.

e. Masuk menu belanja -> SPJ -> SPJ unit -> klik kirim pada status
SPJ yang dibuat wuntuk mengirimkan berkas hardcopy
kelengkapan SPM ke pusat / rektorat.

f. Dokumen yang dibawa ke pusat dalam rangka proses pencairan
GUP : SPM (2), SPP (2), SPTB (2), Bukti setor Pajak (3), Rangkap
1 untuk pusat sedangkan rangkap 2 nya akan dikembalikan lagi
ke unit beserta SP2D yang terbit dari pusat untuk diarsipkan di
unit masing masing.

g. Dokumen seperti nota, kuitansi dan bukti-bukti/dokumen
pendukung lainnya yang tidak disertakan ke pusat dalam proses
pencairan GUP diarsipkan di unit / fakultas dan menjadi
tanggung jawab unit/fakultas masing masing.

h. Setiap pelaksanaan kegiatan/belanja, maka wajib ada penanda
tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
secara berjenjang dari pelaksana kegiatan. Hal tersebut

dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab secara mutlak atas
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pelaksanaan kegiatan tersebut (khususnya tanggung jawab
keuangan).

6. Verifikator rektorat / pusat mencetak checklist, menerbitkan SP2D GUP
dan Rekap SP2D GUP untuk di kirim ke Bendahara Pengeluaran
melakukan pembayaran.

a. login pusat (penerima dokumen pusat) -> spm-> cek kelengkapan
dokumen -> ceklis, print dan otorisasi

b. masuk menu verifikasi 1 (Verifikator), Verifikasi 2 (Kasubag
PNBP) dan Verifikasi 3 (Kabag Keuangan) menu SPM -> centang
saja SPM untuk tanda bahwa sudah di tanda tangan

c. masuk ke penerbit SP2D -> masuk ke SP2D-> buat SP2D baru -
> klik tanda create -> masuk ke SP2D-> otorisasi SP2D.

7. Bendahara Pengeluaran memvalidasi Rekap SP2D GUP serta
memproses transfer menggunakan aplikasi cash management dari bank
mitra kepada BPP.

a. Nilai yang ditransfer sebesar jumlah nilai yang tercantum dalam
SPM dan SP2D yang berasal dari SIAKU selanjutnya akan
disinkronisasi dengan aplikasi Cash Mangement untuk
melakukan proses pembayaran ke BPP Unit.

b. Aplikasi Cash Management di gunakan untuk mempercepat
proses pembayaran ke BPP dengan menggunakan Token 1

(BPKU), Token 2 (WR2), dan Token 3 (Rektor/KPA).

SUB BAGIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) 24



PNBP

(MVIS) dNo (Jopay) £ uaqoL uep ‘(Zym) T uanol ‘(Ndda)

azds dexay uep (MIVIS) T ua)o] uejeunbbusw uebusp ddg epeday

ddg &) dN9 azds “uswabeuey esyp yueg Juawabuely) yse) isey|dy uexeunbbusw
Jajsuel] $as01d yseD ‘mMivIs iseydy Jajsues) sasoldwaw eUas dno gzds dexay isepien| £

(Mivis) ex
dno dzds dexay g

uep (MIVIS) 2 ueledequiad uexmyelaw uelenabuad

dn9 azds WdS uep dds eleyepuag &) Wupj Ip ¥n3un dno gzds dexsy
1511 %30 Iing| “eled ‘g1 dsS ‘NXVIS Iseyidy 4 uep dno gzds Uexugqiausiu “Isipayd yesdusi| 9

A4
—

dil uep ddS ‘WCLdS ‘dLdS SEYSIBAUN JOIBYYIBA S LY IP BXew WdSdd

dn9 Wds ‘dN9 [dS ‘MIVIS Iseydy 3]0 158511030 1p 18nsas il “‘dN9 WdS 3enquap| ¢
ex

TEPIL eAUISE USLINYOP BLasaq JUn

uebuena)y ueibeq a) WD Ip UBYE el pijea uep

din uep dds 1ensas eyl ‘eAuuedexbusje) epasaq dno uenfebuad
‘WCLdS ‘81dS MAVIS Isexdy ISesL010 uep ‘isepijeA ‘ISeXULIBA UBXNYEISW|

Y

Jun Y IsepijeA Ip yn3un edulse

NAVIS ISuUejMy MIVIS iseydy — sexlaq ideybuajaw euasaq dno Isueymy yejaousp| €
®L
FEPIL

Jun JoleyuuaA ebiay Jun uebuenay ueibeg ay wuNp

Isexyyae) yeyd uep ueybe] iniyeq \ ueye ||se seyaq exew 1ensas el “andut Ip bued
MAVIS Isueym neje e30N ‘nyels isexydy i elep uebuap jjse ejep sexiaq ISeyUsA ueMelB| T

v yun

- J03B)LBA B ||Se sexyIaq ueywLIbusw uep MYVIS
MIVIS 1seydy wialsis @y dno uenfebuad ejep yndul uexnyeldp| I

10410 (LNdNI) NVAYIONITHId | ueienpbuad | Sejsisaun uun Jun Jjlun qns
/ NVIVHVASHId eleyepuag | JOIE)YLIBA | uebuend)y | JolelYLPA | J0jesRdO
SVLIALDIV ON
miva nin NYVNVSIV13Id

(NVVIQ3Su3d OSNVN IINYD) dNO NVNLYONId ¥NA3ISOUd

dno uvenfleduad Ny weideiq ‘¢ Jequren)

25

SUB BAGIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)



PNBP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAJUAN LANGSUNG (LS)

TUJUAN :

1. Untuk melakukan pembayaran diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta
rupiah) dimana pembayaran diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta
rupiah) tidak bisa di bayar melalui mekanisme GUP.

2. Untuk melakukan pembayaran secara langsung kepada pihak ke-3
dalam hal ini rekanan (pembayaran kontrak) atau kepada BPP (untuk
pembayaran honorarium dan perjalaan dinas) secara transparan,
akuntabel, efesien dan efektif.

3. Untuk lebih memperlancar kegiatan — kegiatan yang ada di setiap unit
Universitas Udayana, sehingga kegiatan bisa berjalan tepat waktu

sesuai dengan yang di rencanakan.

RUANG LINGKUP :

Ruang lingkup meliputi tatacara dan persyaratan dalam pengajuan LS oleh unit

kerja.
DEFINISI :
1. GUP : Ganti Uang Persediaan
2. UP : Uang Persediaan
3. LS : Langsung
4. SPM : Surat Perintah Membayar
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5. POK : Pedoman Operasional Kegiatan
6. MAK : Mata Anggaran Kegiatan
7. SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana
8. PPSPM : Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
9. SIAKU : Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan
10. WRII : Wakil Rektor II
11. BPP : Bendahara Pengeluaran Pembantu
12. BPKU : Biro Perencanaan dan Keuangan
13. SPTB : Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja
14. SPTJM Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
15. SPP : Surat Permintaan Pembayaran
16. SPJ : Surat Pertanggung Jawaban
17. KPA : Kuasa Pengguna Anggaran

REFERENSI :

1. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.

S. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
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Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran

dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

PENANGGUNG JAWAB :

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

RINCIAN PROSEDUR :
1. Sub unit melakukan input data pengajuan LS ke sistem SIAKU dan
mengirimkan berkas asli ke verifikator unit.
a. Masuk ke Subunit -> belanja -> kwitansi-> buat kwitansi baru
-> isikan sesuai dengan sifat bayar -> LS.
b. Jenis kuitansi yang bisa dipilih meliputi kwitansi barang, honor
ataupun perjalanan dinas -> isi sesuai fieldnya.
c. Dibuatkan SPJ Subunit -> belanja-> SPJ-> SPJ subunit ->
memilih sifat pembayaran LS.
d. Tambah SPJ pilih kwitansi centang dan diharapkan sesuai
dengan nilai yang tertera pada status SPJ.
e. kemudian kirim SPJ ke verifikator unit apabila sesuai dengan
nilai.
2. Verifikator unit melakukan verifikasi berkas data asli dengan data yang
di input.

a. Masuk ke bagian verifikator -> Belanja -> kwitansi -> verifikasi.
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b. Cek nilai kwitansi dari masing-masing subunit apabila ada

kesalahan silahkan pilih revisi kalau sudah OK maka kwitansi

akan dikirimkan ke sub unit untuk dilakukan pencetakan.

3. Sub unit mencetak kwitansi LS beserta melengkapi berkas aslinya

untuk di validasi ke unit.

a.

masuk menu SPJ -> SPJ Subunit -> kemudian klik tombol print
dan pastikan dalam fiels kwitansi dalam SPJ berwarna hijau.
apabila sudah semua kwitansi dicetak dan diotorisasi maka
selanjutnya klik kirim SPJ.

kemudian kirimkan dokumen hardcopy (berkas kwitansi lengkap

dengan dokumen pendukungnya) ke unit / fakultas.

4. Verifikator unit melakukan verifikasi, validasi, dan otorisasi pengajuan

LS beserta kelengkapannya, jika sesuai dan valid maka akan di kirim ke

bagian Keuangan Unit beserta dokumen aslinya.

a.

cek kelengkapan dokumen dari masing - masing list kwitansi
dengan kelengkapan dokumennya, apabila sudah lengkap cek
list pada dokumen lengkap kemudian kwitansi siap untuk
dijadikan paket SPTB.

Masuk menu -> Belanja -> kwitansi -> validasi -> validasi lah
masing - masing prodi beserta jenis pembayaran disesuaikan
dengan kode MAK yang sama.

klik tombol validasi untuk menjadikan semua kwitansi menjadi

paket SPTB.
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Selanjutnya akan dibuatkan SPTB (pastikan sebelumnya status
untuk pembuatan SPTB terkunci ini dimaksudkan agar dalam 1
SPTB yang akan diusulkan itu dalam MAK yang sama untuk
mengunci SPTB).

masuk menu belanja -> SPTB -> kunci SPTB tekan saja tombol
kunci maka SPTB akan terkunci, apabila SPTB sudah terkunci
maka subunit / prodi dibawah unit tidak akan bisa mengirimkan
kwitansi dalam SPJ nya kembali karena unit sedang melakukan
proses pembuatan SPTB.

masuk menu SPTB -> buat SPTB baru maka akan muncul semua
kode MAK yang di POK kan dalam renja simper, kemudian klik
pada icon MAK yang berisikan nomor dalam kurung contoh (3)
berwarna merah kemudian klik.

selanjutnya set SPTJM sesuai dengan jenis SPTB yang ada
kemudian klik buat SPTB, apabila SPTJM belum di set maka
SPTB tidak dapat dibuat.

Masuk menu belanja -> SPTB -> otorisasi SPTB -> cetaklah
dokumen SPTB dan SPTJM dengan cara meng klik lambang
printer kemudian carikan tanda tangan dari pejabat yang
berwenang.

apabila sudah mendapatkan tanda tangan pejabat berwenang
maka klik centang pada tombol otorisasi SPTB.

kemudian kirim SPJ ke verifikator unit apabila sesuai dengan

nilai untuk dibuatkan SPP
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k. Masuk menu belanja -> SPP -> Otorisasi SPP -- klik tombol
preview dan cetak dokumen terlebih dahulu kemudian carikan
tanda tangan pejabat yang berwenang apabila sudah kemudian
klik icon centang untuk otorisasi SPP apabila sudah dilakukan
maka SPP siap dibuatkan SPM.

5. Bagian Keuangan Unit membuat SPM LS, jika sesuai di otorisasi oleh
PPSPM maka di kirim ke verifikator universitas.

a. masuk menu belanja -> SPM -> buat SPM baru

b. klik icon create pada list data kemudian inputkan cara
membayar serta keterangan dari SPM yang akan di buat.

c. masuk menu belanja -> SPM -> otorisasi SPM -> klik icon preview
pada list data kemudian unduh file SPM dan carikan tanda
tangan pejabat yang berwenang.

d. apabila sudah mendapatkan tanda tangan maka klik tanda
centang pada list data maka selanjutnya dokumen SPM akan
dikirimkan ke pusat untuk di buatkan SP2D.

e. Masuk menu belanja -> SPJ -> SPJ unit -> klik kirim pada status
SPJ yang dibuat wuntuk mengirimkan berkas hardcopy
kelengkapan SPM ke pusat / rektorat.

f. Dokumen yang dibawa ke pusat dalam rangka proses pencairan
LS : SPM (2), SPP (2), SPTB (2), E-Biling Pajak (3), Rangkap 1
untuk pusat sedangkan rangkap 2 nya akan dikembalikan lagi
ke unit beserta SP2D yang terbit dari pusat untuk diarsipkan di
unit masing masing.
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g. Dokumen seperti nota, kuitansi, Surat Keputusan, Surat Tugas,
Surat Undangan, dan bukti-bukti/dokumen pendukung lainnya
yang tidak disertakan ke pusat dalam proses pencairan LS
diarsipkan di unit / fakultas dan menjadi tanggung jawab
unit/fakultas masing masing.

h. Setiap pelaksanaan kegiatan/belanja, maka wajib ada penanda
tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
secara berjenjang dari pelaksana kegiatan. Hal tersebut
dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab secara mutlak atas
pelaksanaan kegiatan tersebut (khususnya tanggung jawab
keuangan).

6. Verifikator rektorat / pusat mencetak checklist, menerbitkan SP2D LS
dan Rekap SP2D LS untuk di kirim ke Bendahara Pengeluaran
melakukan pembayaran.

a. login pusat (penerima dokumen pusat) -> spm-> cek kelengkapan
dokumen -> ceklis, print dan otorisasi.

b. masuk menu verifikasi 1 (Verifikator), Verifikasi 2 (Kasubag
PNBP) dan Verifikasi 3 (Kabag Keuangan) menu SPM -> centang
saja SPM untuk tanda bahwa sudah di tanda tangan.

c. masuk ke penerbit SP2D -> masuk ke SP2D-> buat SP2D baru -
> klik tanda create -> masuk ke SP2D-> otorisasi SP2D.

7. Bendahara Pengeluaran memvalidasi Rekap SP2D LS serta memproses
transfer menggunakan aplikasi Cash Management dari bank mitra

kepada pihak ke-3 atau BPP.
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a. Nilai yang ditransfer sebesar jumlah nilai yang tercantum dalam
SPM yang berasal dari SIAKU selanjutnya akan disinkronisasi
dengan aplikasi Cash Management untuk melakukan proses
pembayaran kepada pihak ke-3 atau BPP Unit.

b. Cash Management di gunakan untuk mempercepat proses
pembayaran ke pihak ketiga atau BPP dengan menggunakan

Token 1 (BPKU), Token 2 (WR2), dan Token 3 (Rektor/KPA).
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PNBP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBUATAN REKENING VIRTUAL ACCOUNT

TUJUAN

1. Membantu Universitas Udayana dalam rekonsiliasi hasil
penerimaan agar berjalan cepat dan efisien.

2. Untuk penyederhanaan dan efisiensi pengeloaan rekening
Universitas Udayana.

3. Bagi Fakultas/Unit Bisnis diberi kemudahan untuk membayar
melalui berbagai channel

4. Fakultas/Unit Bisnis dapat merekonsiliasi setoran ke rekening
Udayana dengan cepat dan akurat

5. Hasil transaksi dapat dilihat secara online melalui BNI-Direct.

6. Memastikan kebenaran informasi (identitas pembayar) yang
masuk ke rekening penerimaan Udayana.

7. Untuk menghindari jenis setoran yang tidak terdeteksi.

8. Nomor Virtual bisa menjadi nomor identitas bagi Fakultas/Unit

Bisnis.
DEFINISI :
1. BLU : Badan Layanan Umum
2. SAP : Standar Akuntansi Pemerintah
3. UKT : Uang Kuliah Tunggal
4. SPI : Sumbangan Pengembangan Institusi
5. PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak
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PK-BLU : Pengelola Keuangan Badan layanan Umum

UPT : Unit Pelayanan Teknis
BPKU : Biro Perencanaan dan Keuangan
KPA : Kuasa Pengguna Anggaran

RUANG LINGKUP

Meliputi tata cara dan prosedur pengajuan virtual account penggunaannya

yang melibatkan : Bendahara Penerima, Unit/Fakultas, Pihak ke-3 dan

Bank, dalam rangka menyajikan laporan keuangan berdasarkan sumber

dan jenis penerimaannya secara efektif dan efisien.

REFERENSI

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
(Lembaran Negara RI No. 5 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara
No. 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana telah diubah
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terakhir dengan UU Nomor 74 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU;

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor-50/PB/2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
441/KMK.00/2011 tentang Penetapan Universitas Udayana sebagai
instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (BLU)

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Biro Perencanaan dan keuangan

RINCIAN PROSEDUR

1.

Pimpinan unit kerja / fakultas berkewajibaan menginventarisir sumber
- sumber penerimaan di luar tarif layanan akademik (UKT, SPI).
Pimpinan Unit Kerja / Fakultas mengusulkan kepada Rektor/KPA

pembuatan rekening virtual account.
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Rektor meneruskan kepada Wakil Rektor II untuk menindak lanjuti
pembuatan rekening

Wakil Rektor II mengintruksikan kepada Ka. BPKU untuk memproses
pembuatan rekening

Ka. BPKU mengintruksikan kepala Bagian keuangan untuk membuat
surat usulan pembukaan rekening virtual account ke bank BNI sesuai
usulan dari pimpinan unit kerja / fakultas.

Kepala bagian mengintruksikan kepada bendahara penerima untuk
memverifikasi dokumen persyaratan.

Bendahara Penerima menentukan kode rekening udayana dan rekening
masing-masing / unit / fakultas, tujuannya untuk mengklasifikasi atau
membedakan unit kerja / Fakultas serta jenis sumber penerimaan.
Bendahara penerimaan melakukan penginputan nomor virtual account
kedalam sistem bank mitra sejumlah 8 digit dari belakang.

Contoh :

Rekening Penerimaan : 9883334414010200 (virtual account untuk UPT.
Lab Bahasa Kantor Pusat)

Rekening Dana Kelolaan : 9883335514111400 (virtual account untuk

Rektorat Universitas Udayana)

Kode Kode Nomor
No | Nama Rekening No Bank Jenis Urut
Fakultas .
Setoran | Pengajuan
1 Rekening 98833344 14 01 0200
Penerimaan
2 Rekening Dana | 98833355 14 11 1400
Kelolaan
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9. Bank mitra mengaktifkan nomor virtual account.
10. Bendahara penerimaan unud menyampaikan kepada unit kerja /

fakultas nomor rekening virtual account yang sudah aktif.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
VIRTUAL ACCOUNT REKENING PENERIMAAN

TUJUAN

1. Membantu Universitas Udayana dalam rekonsiliasi hasil
penerimaan agar berjalan cepat dan efisien.

2. Untuk penyederhanaan dan efisiensi pengelolaan rekening
Universitas Udayana.

3. Bagi Fakultas/Unit Bisnis diberi kemudahan untuk membayar
melalui berbagai channel

4. Fakultas/Unit Bisnis dapat merekonsiliasi setoran ke rekening
Udayana dengan cepat dan akurat

5. Hasil transaksi dapat dilihat secara online melalui BNI-Direct.

6. Memastikan kebenaran informasi (identitas pembayar) yang masuk
ke rekening penerimaan Udayana.

7. Untuk menghindari jenis setoran yang tidak terdeteksi.

8. Nomor Virtual bisa menjadi nomor identitas bagi Fakultas/Unit

Bisnis.

RUANG LINGKUP
Meliputi tata cara dan prosedur penyetoran dan penggunaannya yang
melibatkan : Bendahara Penerima, Unit/Fakultas, Pihak ke-3 dan Bank,
dalam rangka menyajikan laporan keuangan berdasarkan sumber dan
jenis penerimaannya secara efektif dan efisien.

SUB BAGIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) 41



PNBP

DEFINISI :
1. SIMAYA Sistem Informasi Penerimaan Kekayaan
2. PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. BLU : Badan Layanan Umum
4. PK-BLU : Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum
5. SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan
6. BPKU : Biro Perencanaan dan Keuangan
7. APK : Akuntasi dan Pelaporan Keuangan
8. KPA : Kuasa Pengguna Anggaran
REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
(Lembaran Negara RI No. 5 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara
No. 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU Nomor 74 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum ;
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S. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU;

7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor-50/PB/2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
441/KMK.00/2011 tentang Penetapan Universitas Udayana sebagai
instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (BLU)

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Biro Perencanaan dan keuangan

RINCIAN PROSEDUR

1. Pihak ke-3 yang berkewajiban melakukan penyetoran (sewa,
pemanfaatan asset dll) melakukan setoran kedalam rekening
penerimaan virtual account. Unit kerja/fakultas dapat melihat jenis
setoran tersebut melalui sistem e-collection hanya khusus untuk
melihat penerimaan dilingkungan unit kerja / fakultasnya. Pihak ke-3
menyampaikan bukti setoran kepada unti kerja/fakultas

2. Unit kerja/fakultas agar menginput bukti setoran kedalam SIMAYA
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Bendahara penerimaan mengecek jenis setoran melalui rekening Koran.
Rektor/KPA, Wakil Rektor II, dan Ka. BPKU mempunyai akses untuk
melihat seluruh penerimaan Universitas Udayana melaluli Rekening
Koran.

Data rekening Koran terklasifikasi berdasarkan unit kerja / fakultas dan
jenis setoran. Bendahara Penerimaan memproses data yang sudah
terklasifikasi kedalam laporan penerimaan universitas.

Data yang sudah diolah kedalam laporan selanjutnya di serahkan ke
sub bagian APK untuk diinput kedalam jurnal transaksi harian.

Pagu riil unit / fakultas bertambah sesuai dengan jumlah setoran.
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PNBP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
VIRTUAL ACCOUNT REKENING DANA KELOLAAN

TUJUAN

1. Membantu Universitas Udayana dalam rekonsiliasi hasil
penerimaan agar berjalan cepat dan efisien.

2. Untuk penyederhanaan dan efisiensi pengeloaan rekening
Universitas Udayana.

3. Bagi Fakultas/Unit Bisnis diberi kemudahan untuk membayar
melalui berbagai channel

4. Fakultas/Unit Bisnis dapat merekonsiliasi setoran ke rekening
Udayana dengan cepat dan akurat
Hasil transaksi dapat dilihat secara online melalui BNI-Direct.
Memastikan kebenaran informasi (identitas pembayar) yang masuk
ke rekening penerimaan Udayana.
Untuk menghindari jenis setoran yang tidak terdeteksi.
Nomor Virtual bisa menjadi nomor identitas bagi Fakultas/Unit

Bisnis.

RUANG LINGKUP
Meliputi tata cara dan prosedur pengajuan virtual account, penyetoran dan
penggunaannya yang melibatkan : Bendahara Penerimaan, Unit/Fakultas,
Pihak ke-3 dan Bank, dalam rangka menyajikan laporan keuangan

berdasarkan sumber dan jenis penerimaannya secara efektif dan efisien.

DEFINISI :
1. SIMAYA : Sistem Informasi Penerimaan Kekayaan
2. PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. BLU : Badan Layanan Umum
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4. PK-BLU : Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum
5. SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan
6. BPKU : Biro Perencanaan dan Keuangan
7. KPA : Kuasa Pengguna Anggaran
REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
(Lembaran Negara RI No. 5 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara
No. 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU Nomor 74 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum,;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU;

7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor-50/PB/2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

441/KMK.00/2011 tentang Penetapan Universitas Udayana sebagai
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instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (BLU).

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Biro Perencanaan dan keuangan

RINCIAN PROSEDUR

1. Pihak ke-3 Melakukan setoran ke rekening virtual account dana
kelolaan BLU dan menyampaikan bukti setor.
Petugas unit / fakultas melakukan input data ke SIMAYA.
Bendahara Penerimaan melakukan validasi setoran dengan
menggunakan BNI Direct dan SIMAYA.

4. Petugas unit / fakultas mengajukan permohonan pencairan dana
kerjasama dan dana kelolaan lainnya kepada Rektor.

S. Rektor/KPA meneruskan surat permohonan pencairan dana kepada
Wakil Rektor II

6. Wakil Rektor II menginstruksikan kepada Kepala BPKU Untuk
Memproses permohonan pencairan dana kerjasama tersebut.

7. Ka. BPKU Menugaskan kepada Kabag. Keuangan Untuk memproses
permohonan pencairan dana Kelolaan.

8. Kabag Keuangan menugaskan kepada Kasubbag PNBP untuk
memproses pencairan dana Kelolaan.

9. Kasubbag PNBP menugaskan bendahara penerimaan untuk
memverifikasi dokumen.

10. Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi dan validasi persyaratan
dokumen agar bisa di buatkan kuitansi tanda terima dan cek sesuai

dengan jumlah yang diajukan oleh pihak ke-3.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PROSES PERENCANAAN FEE DANA KERJASAMA

TUJUAN
1. Untuk memotivasi pelaksana kerjasama dalam melaksanakan
kegiatan dan menambah pendapatan / penerimaan bagi
Universitas Udayana.
2. Agar penerimaan dari kerjasama tersebut bisa di gunakan untuk
melaksanakan kegiatan kegiatan di unit masing — masing.
3. Untuk menambah jumlah / volume kegiatan di masing masing unit

/ sub unit.

RUANG LINGKUP
Meliputi tata cara dan prosedur mengenai fee kerjasama masuk ke
rekening penerimaan / kelolaan dan sampai bisa digunakan untuk

membiayai kegiatan — kegiatan di unit masing — masing.

DEFINISI :
1. UU : Undang - Undang
2. PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. BLU : Badan Layanan Umum
4. PK-BLU : Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum
5. SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan
6. BPKU : Biro Perencanaan dan Keuangan
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7. SILUNA : Sistem Solusi Perencanaan

8. POK : Pedoman Operasinal Kegiatan

9. KPA : Kuasa Pengguna Anggaran
REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
(Lembaran Negara RI No. 5 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara
No. 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4400);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU Nomor 74 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU;
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7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor-50/PB/2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
441/KMK.00/2011 tentang Penetapan Universitas Udayana sebagai
instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (BLU).

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Biro Perencanaan dan keuangan

RINCIAN PROSEDUR

1. Pimpinan unit / Fakultas Mengusulkan Penggunaan Anggaran Kepada
Rektor.

2. Rektor/KPA meneruskan Kepada Wakil Rektor II tentang penggunaan
fee kerjasama tersebut untuk direncanakan dalam penggunaannya.

3. Wakil Rektor II mengintruksikan kepada Kepala BPKU untuk
memproses fee kerjasama tersebut untuk direncanakan dalam
tambahan pagu riil.

4. Kepala BPKU mengintruksikan Kepala Bagian Perencanaan untuk

memproses penggunaan tambahan pagu riil.
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S. Kepala Bagian Perencanaan Menginformasikan kepada pimpinan
unit/fakultas untuk membuat rincian usulan kegiatan yang akan
dimasukkan ke dalam perencanaan kegiatan.

6. Petugas yang ada di unit / fakultas Menginput rincian usulan kegiatan
kedalam SILUNA agar nantinya masuk dalam rencana kegiatan (POK),

sehingga bisa di gunakan dalam kegiatan.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGEMBALIAN BELANJA BLU

TUJUAN
1. Mengembalikan kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

2. Tindak lanjut dari temuan tim pemeriksa.

RUANG LINGKUP

Meliputi tata cara dan prosedur pengembalian baik pihak internal maupun

eksternal.
DEFINISI :
1. UU : Undang - Undang
2. PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. BLU : Badan Layanan Umum
4. PK-BLU : Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum
S. SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan
6. RPL : Rekening Pemerintah Lainnya
REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4286);
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
(Lembaran Negara RI No. 5 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara
No. 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4400);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU Nomor 74 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

S. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU;

7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor-50/PB/2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
441/KMK.00/2011 tentang Penetapan Universitas Udayana sebagai
instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (BLU).
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PENANGGUNG JAWAB

Kepala Biro Perencanaan dan keuangan

RINCIAN PROSEDUR

1. Fakultas/Unit Kerja melakukan setoran ke rekening BLU Universitas
Udayana melalui :

a. Rekening Nomor : 2909201271 (RPL 037 UNIVERSITAS
UDAYANA UNTUK OPERASIONAL PENGELUARAN BLU) untuk
pengembalian belanja tahun berjalan.

b. Rekening Nomor : 2909201260 (RPL 037 UNIVERSITAS
UDAYANA UNTUK OPERASIONAL PENERIMAAN BLU( untuk
pengembalian belanja tahun sebelumnya.

2. Bendahara Universitas Udayana mengecek setoran yang telah
disetorkan oleh fakultas/unit kerja di rekening melalui internet
banking.

3. Fakultas/Unit Kerja menyerahkan dokumen pengembalian belanja
kepada bendahara Universitas Udayana.

4. Bendahara Universitas Udayana memverifikasi setoran pengembalian
belanja yang telah disetorkan oleh fakultas/unit kerja untuk di

validasi.

SUB BAGIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) 57



PNBP

dcds
Ado) 0104 ‘ueejeAulad

ed

eluejeq ueljequiabuad uswnmop

distv aging  (umrenpiived " 1ISE)IJLISALIBW URD PUWILIBUSW eleyepusg 4
¥dO oY) adss i i
‘(ueewisuad oY) ddss \
deds Ado) o304
‘ueejeAulad jeing v eleyepusq
?m%%m_w”“w ueloy buiusdey epedsy efuejeg uelequiabusd uswmod| £
adss ‘(ueewauag ueyyessiusw 1emebad /elisy Jun/sejjmieq
oY) dgss
ueloy| buuaya 10395 1PN URIEG
2 DU 195 tPIngd ewLIBUB|Y BuRARPN SEYSISAIUN eleyepuag [4
euedepn
1033S 1pjng aeds uswmjod - sejisisAlun N9 bulusyey o) ueloles| T
usnyeRl lemebad /el1ay Jun/seynyeq
(LndNI) seymjed /uun
1ndino NVdVIONITH3d eleyepusg seBnyad
/ NVLVHVASYH3d SVIIALDIV oN
mivea NLNi NVVNVS)V13d

(N19) dINd VINY139 NVITVEWIONId N1V WYNOVIA

N14g efuejeg uerrequaduad INJy welidelq ‘6 Jequien

58

SUB BAGIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)



Lampiran 1

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon: (0361) 701954, 701797, Fax : (0361) 701907
Laman: www.unud.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR 502/UN14/HK/2019
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SUBBAGIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK UNIVERSITAS UDAYANA

Menimbang

Mengingat

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

bahwa untuk melaksanakan tugas pekerjaan di bidang
layanan pencairan anggaran sesuai dengan fungsi dan alat
penilaian kinerja bidang keuangan berdasarkan indikator
teknis, administratif, dan prosedural yang sesuai dengan
tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja di bidang
keuangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor
Universitas Udayana tentang Standar Operasional
Prosedur Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak
Universitas Udayana;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 748);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas
Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 620);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis
dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1640);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018
tentang Perubahan atas Peraturan menteri Keuangan
Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara,

9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Imu
Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian
Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden
Nomor 18 Tahun 1963;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan
Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SUBBAGIAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK UNIVERSITAS
UDAYANA.

: Menetapkan Standar  Operasional  Prosedur Subbagian

Penerimaan Negara Bukan Pajak Universitas Udayana
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Universitas Udayana yang relevan.
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Lampiran 2

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA
Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon : (0361 ) 701812, 701954, Fax. (0361) 701907

UNIVERSITAS UDAYANA Laman : www.unud.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama : (Nama Lengkap).......ccccoerveneene.
NIP e

Jabatan T et raenaes

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Pembayaran Belanja (.....jenis belanja....) dalam rangka (.............. nama kegiatan............ )
sejumlah RpP. ureesrensse PN (T terbilang rupiah dengan huruf......... ), telah dihitung dengan
benar berdasarkan hak yang seharusnya dibayarkan kepada yang bersangkutan.

2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kelebihan atas pembayaran barang
tersebut, sebagian atau seluruhnnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia
menyetorkan atas kesalahan dan/ atau kelebihan pembayaran tersebut ke Rekening Operasional
BLU Universitas Udayana.

3. Apabila dikemudian ternyata berpotensi/ menimbulkan kerugian Negara maka seluruh

potensi/kerugian Negara akibat pelaksanaan kegiatan tersebut sepenuhnnya menjadi tanggung
jawab pelaksana kegiatan.

(Tempat), (Tgl,BIn,Thn)
(Jabatan)

Nama Jelas


http://www.unud.ac.id/

Diterbitkan oleh:
Sub Bagian PNBP Bagian Keuangan
Biro Perencanaan dan Keuangan

“MENUJU LAYANAN PENGELOLAAN KEUANGAN

CEPAT, AKURAT, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL”




